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ABSTRACT 
The purpose of this research is to obtain a comprehensive analysis of the stock wakaf, the 
authors analyzed two main issues concerning the reasons for endowments of shares 
allowed under Islamic law, and Islamic law's review of the provisions of shares as an object 
of wakaf in the legislation after the enactment of Law No. 41 of 2004 on Wakaf . In 
analyzing the two main issues, the author uses descriptive method to produce descriptive 
analytical thesis. This study yields the conclusion that Islamic jurisprudence expert and 
Islamic Law Compilation, wakaf share is allowed to remember shares have conservation 
benefit that is in the form of dividend that can be picked up as long as the issuer company 
runs its business well and get profit, while the principal value of stock is maintained. 
Similarly, the MUI Fatwa dated May 11, 2002 on Waqf of money also permits the wakaf of 
shares because it sees the similarity between money and stocks, which has great potential 
benefits when it is represented. The review of Islamic law on shares as an object of wakaf 
in the legislation after the enactment of Law No. 41 of 2004 on Waqf, the conclusion that 
Sharia and conventional shares of halal / mubah companies may be used as wakaf objects. 
The permissibility of the conventional stock of the halal / mubah company to be the object 
of wakaf needs further regulation on the detail of the criteria and procedures for the 
validation so that the wakaf is still valid and provide legal certainty in the community.  
Key words: Stock Wakaf, Islamic Law, Legislation  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai 
wakaf saham, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai alasan wakaf 
saham diperbolehkan menurut hukum Islam, dan tinjauan hukum Islam terhadap 
ketentuan saham sebagai obyek wakaf dalam peraturan perundang-undangan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam menganalisis 
dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga 
menghasilkan karya ilmiah yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 
bahwa ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan 
mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus 
dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan 
mendapatkan keuntungan, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga. Demikian juga 
Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf uang juga memperbolehkan wakaf saham 
karena melihat kesamaan sifat antara uang dengan saham, yakni memiliki potensi 
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kemaslahatan yang besar apabila diwakafkan. Tinjauan hukum Islam terhadap saham 
sebagai obyek wakaf  dalam peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperoleh kesimpulan bahwa saham syariah 
dan saham konvensional dari perusahaan halal/mubah boleh dijadikan obyek wakaf. 
Kebolehan saham konvensional dari perusahaan halal/mubah untuk dijadikan obyek 
wakaf perlu pengaturan lebih lanjut mengenai detail kriteria-kriteria dan prosedur 
mewakafkannya sehingga wakaf tersebut tetap sah dan memberikan kepastian hukum di 
masyarakat.  
Kata kunci: Wakaf Saham, Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan 
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PENDAHULUAN 
Paradigma wakaf di Indonesia sejak 
masa penjajahan sampai era reformasi 
hanya dipahami secara sempit, yaitu 
berkisar pada wakaf yang tidak produktif 
dan tidak bernilai ekonomi. Hal ini 
tercermin dari peraturan perundang-
undangan tentang wakaf dan peruntukan 
tanah wakaf di Indonesia. (Munir: 2016) 
Padahal wakaf sendiri merupakan 
salah satu lembaga Islam yang sangat 
dinamis karena sebagian besar 
argumentasi hukumnya berdasarkan 
ijtihad. Dan seiring perjalanan waktu serta 
lahirnya masyarakat Islam yang modern, 
maka wakaf pun mengalami perkembangan 
yang dinamis pula. Paradigma lama tentang 
wakaf yang lebih berkonsentrasi pada 
prinsip “penjagaan keabadian barang” 
bergeser pada paradigma baru yang lebih 
menekankan prinsip “pelestarian dan 
peningkatan manfaat wakaf”. (Masruchin, 
2014: 56). 
Perubahan paradigma ini membawa 
dampak besar terhadap munculnya isu-isu 
wakaf kontemporer dalam kajian fikih 
wakaf, diantaranya: wakaf mu’aqqat (wakaf 
sementara), istibdal (penukaran harta 
benda wakaf), profesionalisasi nazhir, 
investasi dana wakaf dan perluasan daya 
jangkau obyek wakaf meliputi wakaf uang, 
wakaf saham, saham wakaf, wakaf HAKI, 
wakaf sukuk dan lain sebagainya. 
Perluasan cakupan harta benda wakaf 
dimaksudkan untuk mengakomodasi 
perkembangan kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat yang terus menerus. Namun 
terkait perluasan cakupan harta benda 
wakaf tersebut ternyata terdapat 
perbedaan pendapat dari kalangan ulama. 
Di antara mereka ada yang 
memperbolehkan ada pula yang 
melarangnya.  
Untuk mengakomodasi kebolehan 
wakaf uang sebagaimana diatur dalam 
Fatwa MUI di atas ke dalam peraturan 
perundang-undangan, pemerintah 
kemudian menerbitkan Undang- Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
ditetapkan dua macam obyek wakaf: (1) 
benda benda tidak bergerak dan (2) wakaf 
benda bergerak. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 jelas memperluas makna harta 
benda wakaf (mauquf bih) yang mana tidak 
lagi dibatasi hanya untuk benda-benda 
tidak bergerak atau benda-benda tetap saja 
(semisal tanah dan bangunan), melainkan 
juga melingkupi benda bergerak selama 
memiliki daya tahan lama dan/atau 
manfaat jangka panjang serta mempunyai 
nilai ekonomi menurut syariah (UU No. 41 
Tahun 2004). Benda bergerak yang dapat 
diwakafkan adalah harta benda yang tidak 
habis karena dikonsumsi yang mana 
meliputi: uang, logam mulia, surat 
berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 
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intelektual, hak sewa dan benda bergerak 
lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (UU No. 41 Tahun 2004). 
Salah satu benda bergerak yang dapat 
diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut adalah saham. Seseorang atau 
badan hukum yang memiliki saham dapat 
mengalihkan sahamnya untuk tujuan 
wakaf. Terkait dengan tata cara 
perwakafan saham, kini pemerintah telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 
73 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan 
Benda Bergerak Selain Uang. 
Keberadaan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang wakaf saham sebagaimana 
tersebut di atas merupakan fiqh Indonesia 
sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia 
dengan menyesuaikan kebutuhan dan 
setting sosial pada saat ini. Sebab pada 
dasarnya hukum adalah artikulasi 
pemikiran dan kegiatan manusia pada 
zamannya. Sementara dinamika kehidupan 
manusia senantiasa berubah. 
MATERI DAN METODE 
Perkataan saham berasal dari bahasa 
Arab sahm atau sahmun, yang bermakna 
bagian. Saham merupakan bukti 
penyertaan modal seseorang dalam sebuah 
perusahaan. Saham berwujud selembar 
kertas yang menerangkan bahwa pemilik 
kertas adalah pemilik perusahaan yang 
menerbitkan surat berharga tersebut.  
Saham juga diartikan sebagai salah satu 
produk keuangan yang merupakan bukti 
kepemilikan suatu entitas, juga salah satu 
jenis surat berharga yang dapat 
diperjualbelikan di pasar modal. 
Di dalam literatur tidak terdapat istilah 
atau pembedaan antara saham yang 
syariah dan non syariah.Akan tetapi, 
saham, sebagai bukti kepemilikan suatu 
perusahaan, dapat dibedakan menurut 
kegiatan usaha dan tujuan pembelian 
saham tersebut. Saham menjadi halal jika 
saham tersebut dikeluarkan oleh 
perusahaan yang kegiatan usahanya 
bergerak di bidang halal dan/atau dalam 
niat pembelian saham tersebut adalah 
untuk investasi, bukan untuk spekulasi. 
Berikut ini adalah tabel perbandingan 
antara saham syariah dan saham 
konvensional (non-syariah): 
Saham Syariah 
Saham 
Konvensional 
Investasi terbatas 
pada sektor tertentu 
(sesuai dengan 
syariah) dan tidak 
atas dasar hutang 
Investasi bebas pada 
semuajenis sektor 
usaha 
Didasarkan pada 
prinsip syariah 
(penerapan profit-
loss sharing) 
Didasarkan pada 
prinsip bunga 
Melarang berbagai 
bentuk bunga, 
spekulasi dan judi 
Membolehkan 
spekulasi dan judi 
yang pada 
gilirannya akan 
mendorong 
fluktuasi pasar yang 
tidak terkendali 
Adanya shariah 
guideline yang 
mengatur berbagai 
aspek seperti 
alokasi aset, praktik 
investasi, 
perdagangan dan 
distribusi 
pendapatan 
Guideline investasi 
secara umum pada 
produk hukum 
pasar modal 
Terdapat 
mekanisme 
screening 
perusahaan yang 
harus mengikuti 
prinsip syariah 
Tidak terdapat 
mekanisme 
screening 
perusahaan yang 
harus mengikuti 
prinsip syariah 
 
Saham yang berasal dari perusahaan 
yang bergerak di bidang usaha yang haram 
jelas dilarang menurut syariah dengan 
mengacu pada dalil yang mengharamkan 
segala zat atau aktivitas tersebut. Misalnya 
saham perusahaan yang memproduksi 
minuman keras atau makanan dari babi, 
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perusahaan yang bergerak dalam industri 
pornografi-pornoaksi dan perusahaan 
keuangan konvensional. Dalam hal 
pelarangan saham-saham dari perusahaan-
perusahaan tersebut fuqaha berpendapat 
sama. 
Lantas bagaimana dengan saham 
konvensional yang berasal dari perusahaan 
yang bergerak di bidang usaha halal, 
semisal usaha di bidang transportasi, 
telekomunikasi, tekstil dan sebagainya? 
Beberapa fuqaha menyatakan bahwa 
menanam saham di perusahaan seperti ini 
adalah boleh secara syara’. Dalil yang 
menunjukkan kebolehannya adalah semua 
dalil yang menunjukkan kebolehan 
aktivitas tersebut (Yulianti: 2016). Hal ini 
juga sesuai dengan keputusan rapat Majlis 
Al-Majma’ al-Fiqhy di bawah Rabithah Alam 
Islami (Liga Muslim Dunia) pada konferensi 
ke-14, yang diadakan di kota Mekah pada 
tanggal 21 Januari 1995. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak semua saham konvensional berasal 
dari perusahaan yang bergerak di sektor 
usaha yang diharamkan. Terdapat 
beberapa jenis saham yang tidak berlabel 
syariah namun berasal dari perusahaan 
halal/mubah, dan hal ini diperbolehkan 
oleh beberapa fuqaha. Akan tetapi terkait 
saham dari perusahaan halal/mubah ini 
masih terdapat resiko pelanggaran syariah 
yang mungkin terjadi. Hal ini mengingat 
dalam menganalisis suatu saham itu 
memenuhi kualifikasi sebagai saham 
syariah atau tidak, bukan hanya digunakan 
pendekatan keuangan atau produksi. 
Melainkan juga pendekatan-pendekatan 
lain seperti pendekatan pendapatan, 
pendekatan struktur modal dan 
pendekatan lainnya. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini berbentuk yuridis 
normatif, yaitu penelitian atas hukum yang 
dikonsepsikan atas dasar doktrin yang 
dianut dan dikembangkan dalam kajian-
kajian hukum. Oleh karena itu merode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. 
Adapun tipe penelitian yang dipakai adalah 
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai wakaf 
saham dalam perspektif hukum Islam dan 
peraturan perundang-undangan setelah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis data yang 
dipakai adalah data sekunder. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Saham merupakan salah satu macam 
bentuk wakaf surat berharga,   dalam 
Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 
dipersamakan hukum kebolehannya 
dengan wakaf uang. Fatwa ini memperluas 
cakupan harta benda wakaf sehingga 
mencakup saham untuk mengakomodasi 
perkembangan kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat yang terus menerus. Kebolehan 
wakaf saham mempertimbangkan potensi 
kemaslahatan besar apabila saham 
diwakafkan kemudian diambil hasilnya 
(dividen) yang dapat digunakan untuk 
kesejahteraan umum. 
Wakaf itu sendiri adalah pranata 
keagamaan yang tidak hanya bertujuan 
menyediakan berbagai sarana ibadah dan 
sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk 
memajukan kesejahteraan umum bila 
dikembangkan secara maksimal sesuai 
dengan prinsip syariah. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut dan untuk 
memenuhi kebutuhan hukum dalam 
rangka pembangunan hukum nasional, 
pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
memperluas cakupan obyek wakaf, yang 
mana dalam Pasal 16 ayat (1) s.d. (3) UU 
tersebut disebutkan bahwa jenis harta 
benda wakaf terdiri dari benda tidak 
bergerak dan benda bergerak. 
Pengembangan obyek wakaf hingga 
meliputi benda bergerak mencakup pula 
surat berharga, yang mana salah satunya 
adalah saham. Setelah berlakunya Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 
terdapat dua peraturan perundang-
undangan lain yang juga mengatur wakaf 
saham, yaitu: 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf (PP No. 42 
Tahun 2006) 
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 
73 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Perwakafan Benda Tidak Bergerak 
dan Benda Bergerak Selain Uang 
(Permenag No. 73 Tahun 2013) 
Dari ketiga peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, dapat dianalisis 
bahwa terdapat dua jenis saham yang 
dapat dijadikan obyek wakaf, yaitu: (1) 
saham syariah dan (2) saham konvensional 
dari perusahaan halal/mubah. 
Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf 
Saham syariah, sebagaimana definisi 
dalam Pasal 4 angka 2 Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) No. 40/DSN-
MUI/X/2003 tentang Penerapan Prinsip 
Syariah di Bidang Pasar Modal, adalah 
bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 
yang memenuhi kriteria sebagaimana 
tercantum dalam pasal 3 dan tidak 
termasuk saham yang memiliki hak-hak 
istimewa.  
Yang dimaksud dengan kriteria 
sebagaimana tercantum dalam pasal 3 
adalah sebagai berikut: (DSN MUI: 2003) 
a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang 
diberikan dan akad serta cara 
pengelolaan perusahaan emiten dan 
perusahaan publik yang menerbitkan 
efek syariah tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
b. Jenis kegiatan usaha yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: 
1) Perjudian dan permainan yang 
tergolong judi atau perdagangan 
yang dilarang; 
2) Lembaga keuangan konvensional 
(ribawi), termasuk perbankan dan 
asuransi konvensional; 
3) Produsen, distributor, serta 
pedagang makanan dan minuman 
yang haram; dan 
4) Produsen, distributor, dan/atau 
penyedia barang-barang ataupun 
jasa yang merusak moral dan bersifat 
mudharat. 
5) Melakukan investasi pada emiten 
(perusahaan) yang pada saat 
transaksi tingkat (nisbah) hutang 
perusahaan kepada lembaga 
keuangan ribawi lebih dominan dari 
modalnya; 
a) Emiten atau perusahaan publik 
yang bermaksud menerbitkan 
efek syariah wajib untuk 
menandatangani dan memenuhi 
akad yang sesuai dengan syariah 
atas efek syariah yang 
dikeluarkan. 
b) Emiten atau perusahaan publik 
yang menerbitkan efek syariah 
wajib menjamin bahwa kegiatan 
usahanya memenuhi prinsip-
prinsip syariah dan memiliki 
Shariah Compliance Officer. 
c) Dalam hal emiten atau 
perusahaan publik yang 
menerbitkan efek syariah 
sewaktu-waktu tidak memenuhi 
persyaratan tersebut di atas, 
maka efek yang diterbitkan 
dengan sendirinya sudah bukan 
sebagai efek syariah. 
Sedangkan yang dimaksud saham-
saham yang memiliki hak istimewa yang 
mana dilarang menurut syariah antara lain 
adalah saham preferen (saham istimewa) 
dan saham kosong. 
Saham syariah yang listing di bursa 
dapat diakses pada kelompok Jakarta 
Islamic Index (JII) dan Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI). JII adalah papan 
indeks untuk 30 saham yang sudah 
dikategorikan shariah compliance atau 
tidak bertentangan dengan syariah 
(Sholihin, 2010: 253-254). Karena JII hanya 
menampung 30 saham terbaik yang sudah 
sesuai syariah, bukan berarti saham-saham 
lain di luar JII tidak sesuai dengan kaidah 
syariah. Oleh karena itulah pada 12 Mei 
2011 PT Bursa Efek Indonesia 
meluncurkan indeks harga saham baru 
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dengan nama Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) yang menampung lebih 
banyak saham syariah. (Indeks Saham 
Syariah: 2016). 
Saham syariah bukan hanya saham 
yang terdaftar dalam bursa, melainkan juga 
saham-saham perusahaan tertutup. 
Pembedaan obyek wakaf saham berupa 
saham syariah perusahaan 
terbuka/perusahan publik (saham syariah 
yang terdaftar di bursa) dan saham syariah 
perusahaan tertutup (saham syariah yang 
tidak terdaftar di bursa) sebagaimana 
diatur dalam Permenag hanyalah terkait 
pada tata cara mewakafkannya. 
Untuk saham syariah Perseroan 
Terbatas Tertutup, maka nazhir hanya 
wajib menyampaikan AIW/APAIW (Akta 
Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf) tersebut kepada perusahaan yang 
bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf 
atas nama nazhir. Sedangkan untuk 
AIW/APAIW saham syariah Perseroan 
Terbatas Terbuka, maka nazhir wajib 
menyampaikan AIW/APAIW tersebut 
kepada perusahaan sekuritas sebagai sub 
registry yang melakukan kegiatan 
kustodian dan menatausahakan saham 
syariah untuk dicatat atas nama nazhir. 
(Permenag No. 73 Tahun 2013). 
Salah satu praktik wakaf saham di 
Indonesia adalah wakaf saham dengan 
nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI). 
Memang mayoritas saham-saham yang 
diwakafkan dengan nazhir TWI adalah 
saham yang listing di bursa saham (saham 
perusahaan terbuka atau perusahaan 
publik). Dalam pengelolaan wakaf saham 
yang listing di bursa ini, TWI bekerjasama 
dengan BNI Securities. Namun demikian, 
ada satu saham yang tidak online di bursa 
saham, yakni saham Bank Muamalat 
Indonesia. TWI mengevaluasi 
perkembangan saham-saham yang 
diwakafkan tersebut setiap empat bulan 
sekali dengan mengedepankan aspek 
syariah, fundamental perusahaan dan 
potensi dividen yang baik (Tabung Wakaf: 
2016). 
 
Saham Konvensional dari Perusahaan 
yang Halal/Mubah 
Permenag No. 73 Tahun 2013 
memperbolehkan saham non syariah atau 
saham konvensional untuk diwakafkan. 
Namun tidak terdapat penjelasan lebih 
lanjut dalam Permenag tersebut mengenai 
kriteria saham non syariah seperti apakah 
yang dapat dijadikan obyek wakaf. 
Dalam pembahasan yang lalu telah 
dijelaskan bahwa saham konvensional 
sebuah perusahaan yang bergerak di sektor 
usaha halal/mubah diperbolehkan oleh 
para fuqaha. Contohnya adalah saham 
perusahaan yang bergerak di bidang 
transportasi, telekomunikasi, tekstil dan 
sebagainya. Hal ini sesuai dengan 
keputusan rapat Majlis Al-Majma’ al-Fiqhy 
di bawah Rabithah Alam Islami (Liga 
Muslim Dunia) pada konferensi ke-14, yang 
diadakan di kota Mekah pada tanggal 21 
Januari 1995. Oleh karena itu, menurut 
analisis penulis, yang dimaksud saham 
konvensional sebagai obyek wakaf 
menurut peraturan perundang-undangan 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 adalah saham konvensional 
dari perusahaan yang halal/mubah. 
Namun, terdapat perbedaan ketentuan 
saham sebagai obyek wakaf dalam 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 
dan Permenag No. 73 Tahun 2013. Pasal 21 
PP No. 42 Tahun 2006 menetapkan bahwa 
saham dapat diwakafkan selama tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah, dalam artian bahwa saham yang 
dapat dijadikan obyek wakaf adalah saham 
syariah. Sementara Permenag No. 73 Tahun 
2013 menentukan bahwa saham syariah 
maupun saham konvensional dapat 
dialihkan untuk kepentingan wakaf. 
Sementara itu, terkait dengan 
perbedaan ketentuan jenis saham yang 
dapat dijadikan obyek wakaf menurut PP 
No. 42 Tahun 2006 dan Permenag No. 73 
Tahun 2013. PP No. 42 Tahun 2006 
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan 
bahkan merupakan peraturan perundang-
undangan yang memerintahkan 
pembentukan Permenag tersebut, maka 
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ketentuan jenis saham sebagai obyek wakaf 
dalam PP No. 42 Tahun 2006 lebih kuat 
daripada Permenag No. 73 Tahun 2013. 
Sehingga pemerintah, dalam hal ini Menteri 
Agama, harus me-review ketentuan 
tersebut. 
Untuk memperdalam analisis hukum 
Islam terkait saham sebagai obyek wakaf, 
ada baiknya kita mengulas beberapa 
praktik wakaf saham di Indonesia dan 
Malaysia berikut ini: 
a. Praktif Wakaf Saham di Indonesia 
Praktik wakaf saham telah ada di 
masyarakat bahkan sebelum Fatwa MUI 
tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang 
dikeluarkan. Di Indonesia, tercatat bahwa 
wakaf saham pertama dilakukan oleh 
seorang wakif bernama Ibu Mus Kusmanti 
yang mewakafkan sejumlah saham dari 39 
perusahaan kepada nazhir Tabung Wakaf 
Indonesia (TWI) (Fanani, 2011: 185-186). 
Nilai dari saham dari 39 perusahaan 
tersebut adalah berkisar Rp 200 juta, yang 
diantaranya terdapat saham dari 
perusahaan asuransi dan bisnis non 
syariah (infoanda: 2016). 
Dalam awalnya, TWI menerima wakaf 
saham non syariah atau wakaf 
konvensional, yang kemudian segera 
dikonversi (diistibdalkan) menjadi saham 
syariah. Saham-saham non syariah yang 
dilempar ke bursa saham untuk dijual dan 
kemudian dibelikan saham syariah 
tersebut antara lain adalah saham PT. 
Capitalinc Finansial, PT. Panin Life 
Finansial, PT Bentoel International, Jakarta 
Internasional Hotel, BII Tbk, Sahid Jaya 
Hotel, Bank Arthagraha International 
(Tabung Wakaf: 2016). Namun praktik 
wakaf saham non syariah tersebut 
dilakukan sebelum adanya pengaturan 
yang lebih ketat tentang jenis saham yang 
boleh diwakafkan. 
Saat ini Tabung Wakaf Indonesia hanya 
menerima wakaf saham berupa saham 
perusahaan syariah terbuka (terdaftar di 
bursa efek) dan goodwill saham 
perusahaan syariah tertutup (Tabung 
Wakaf: 2016). Mayoritas saham-saham 
yang diwakafkan dengan nazhir TWI 
adalah saham yang listing di bursa saham. 
Dalam pengelolaan wakaf saham yang 
listing di bursa ini, TWI bekerjasama 
dengan BNI Securities. Namun demikian, 
ada satu saham yang tidak online di bursa 
saham, yakni saham Bank Muamalat 
Indonesia. TWI mengevaluasi 
perkembangan saham-saham yang 
diwakafkan tersebut setiap empat bulan 
sekali dengan mengedepankan aspek 
syariah, fundamental perusahaan dan 
potensi deviden (bagi hasil) yang baik 
(Tabung Wakaf: 2016). 90% deviden yang 
diperoleh dari saham itu digunakan untuk 
mendanai proyek-proyek sosial 
peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa 
(sebagai mauquf ‘alaih), sedangkan 10% 
devidennya menjadi hak bagi nazhir 
(Fanani, 2011: 181). 
b. Praktik Wakaf Saham di Malaysia 
Wakaf saham adalah salah satu bentuk 
wakaf kontemporer di Malaysia, disamping 
wakaf tunai, saham wakaf, wakaf sukuk dan 
lain sebagainya. Pelaksanaan wakaf saham 
dan wakaf tunai di Malaysia berperan 
penting dalam menyediakan sumber dana 
untuk memajukan aset wakaf disamping 
memupuk budaya berwakaf dalam 
kalangan masyarakat (Mahmood, 2007: 61-
83). Disamping itu, sektor korporat 
dituntut agar tidak hanya mengedepankan 
aspek keuntungan material semata-mata 
tetapi juga ikut andil dalam melaksanakan 
wakaf (Yusof, 2010: 29-46). 
Di Malaysia, wakaf diatur melalui 
peraturan masing-masing negara bagian. 
Melaka dan Johor telah melakukan 
kodifikasi wakaf saham dalam statuta 
negeri dan undang-undang di bawahnya 
yang masih berkaitan (Sulaiman, 2012: 
153). Salah satu negara bagian yang 
memiliki pengaturan khsusus mengenai 
wakaf saham adalah Selangor. Pada tanggal 
17 Juli 2014 dikeluarkan fatwa 
pelaksanaan wakaf saham dan keuntungan 
saham di kalangan syarikat korporat. Isi 
dari keputusan fatwa tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan wakaf saham dan 
keuntungan saham di kalangan 
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syarikat korporat yang mematuhi 
hukum syarak adalah harus; dan 
2) Pelaksanaan pewakafan saham yang 
mematuhi hukum syarak bolehlah 
mengikut garis panduan seperti 
berikut: 
Garis Panduan 
i. Operasi syarikat 
Syarikat yang ingin berwakaf 
hendaklah sebuah syarikat yang 
menjalankan operasi perniagaan 
yang mematuhi hukum syarak. 
ii. Saham yang boleh diwakafkan 
Pemilik saham syarikat yang ingin 
mewakafkan sahamnya di sesebuah 
syarikat hendaklah daripada sumber 
yang halal dan mematuhi hukum 
syarak.  
iii. Keuntungkan dari saham syarikat 
untuk diwakafkan 
Sesebuah syarikat yang 
memperolehi keuntungan dari 
operasi yang dijalankan, boleh 
mewakafkan keuntungan 
sebahagian atau keseluruhannya 
dengan persetujuan semua 
pemegang saham syarikat.  
iv. Prosedur terimaan wakaf saham 
Saham-saham dan keuntungan 
saham syarikat yang hendak 
diwakafkan hendaklah 
menggunapakai prosedur terimaan 
wakaf.  
v. Penggunaan wakaf saham dan 
keuntungan saham 
Kadar agihan penggunaan saham 
dan keuntungan saham adalah 
sebanyak 30% untuk fisabilillah dan 
70% untuk pelaburan dan 
pembangunan. 
Rangka Kerja Pelaksanaan 
i. Saham-saham atau keuntungan 
saham syarikat yang hendak 
diwakafkan hendaklah ditukarkan 
nilaiannya kepada tunai terlebih 
dahulu. 
ii. Saham atau keuntungan saham 
syarikat yang telah ditukar kepada 
tunai seterusnya diserahkan kepada 
PWS.  
iii. Perbadanan Wakaf Selangor akan 
mengeluarkan resit MAIS kepada 
syarikat yang mewakafkan saham 
atau keuntungan saham syarikat. 
iv. Saham-saham atau keuntungan 
saham syarikat yang telah 
ditukarkan nilainya kepada tunai 
akan diakaunkan ke dalam akaun 
wakaf asas di mana akaun ini akan 
digunakan untuk pembangunan aset 
kekal sahaja. 
Fatwa pelaksanaaan wakaf saham di 
Selangor ini memberikan landasan 
kebolehan sekaligus panduan dalam 
pelaksanaan wakaf saham. Ditegaskan 
bahwa saham yang dapat dijadikan harta 
benda wakaf adalah saham di perusahaan 
yang sumbernya halal dan memenuhi 
prinsip syariah (saham syariah). Dalam tata 
cara pelaksanaan wakaf di Selangor juga 
ditentukan beberapa hal seperti disebutkan 
di atas. 
Pelaksanaan wakaf saham yang paling 
menyita perhatian adalah wakaf saham 
oleh Johor Corporation Berhard (JCorp). 
Awalnya, JCorp mewakafkan saham Johor 
Land yang kemudian melalui proses 
istibdal dengan unit saham dalam al-‘Aqar 
KPJ REIT (Sulaiman, 2012: 154). Yang 
menarik adalah, wakaf saham yang 
dilakukan JCorp ini dikelola oleh nazhir 
yang merupakan anak perusahaan di 
bawah JCorp sendiri, yaitu Waqaf An-Nur 
Corporation Berhad (WANCorp). 
Pelaksanaan wakaf saham oleh JCorp 
dilakukan dengan mewakafkan sejumlah 
200 juta ringgit Malaysia (Nilai Aset Bersih) 
saham dari anak perusahaan yang listing di 
bursa dan 50,27 juta ringgit Malaysia (Nilai 
Aset Bersih) saham dari anak perusahaan 
yang tidak listing di bursa Malaysia. Pada 
29 Juni 2009, WANCorp selaku nazhir khas 
telah menerapkan kaedah istibdal unit 
saham Johor Land Berhad yang diwakafkan 
karena memandang unit saham ini telah 
dikeluarkan dari bursa Malaysia. 
Penggantian (istibdal) dilakukan dengan 
unit saham al-‘Aqar KPJ REIT yang 
merupakan sebuah anak perusahaan JCorp 
yang sahamnya listing di bursa. Sehingga 
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pada Desember 2009, nilai keseluruhan 
aset bersih saham-saham yang diwakafkan 
meningkat sampai dengan 282,89 juta 
ringgit Malaysia. Ini termasuk juga nilai-
nilai saham dari perusahaan yang listing 
maupun tidak listing di bursa saham 
Malaysia (Manat: 2007). 
Sebagai gambaran, WANCorp 
menggunakan manfaat deviden dari wakaf 
saham tersebut untuk beberapa program 
sosial seperti pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan kesehatan yang 
termasuk dalam program Corporate Social 
Responsibility (CSR) JCorp. Di samping 
proyek sosial dalam bidang kesehatan, 
WANCorp juga telah membangun masjid, 
pesantren dan rumah yatim. Selain itu, 
WANCorp juga menyediakan dana bantuan 
yang berkonsep pinjaman kebajikan 
(qardul hasan) yang dikenal dengan nama 
Wakaf Dana Niaga (WDN) disamping juga 
menyediakan misi bantuan bagi korban 
bencana.  
Dalam praktik wakaf saham di 
Indonesia (Tabung Wakaf Indonesia) dan 
di Malaysia (Selangor) terdapat persamaan 
jenis saham yang dijadikan obyek wakaf, 
yaitu saham syariah. Saham syariah yang 
dimaksud adalah berupa saham syariah 
yang terdaftar di bursa maupun saham 
syariah perusahan syariah tertutup. 
Selain terkait jenis saham yang dapat 
dapat dijadikan obyek wakaf, Tabung 
Wakaf Indonesia (TWI) dan Johor 
Corporation Bhd juga sama-sama 
mempraktikkan istibdal wakaf saham. Yaitu 
melakukan konversi atau menjual wakaf 
saham yang dianggap tidak lagi memenuhi 
prinsip-prinsip syariah kemudian 
menggantikannya dengan dibelikan saham 
syariah. 
Praktik istibdal seperti ini memang 
belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan di kedua Negara tersebut, namun 
sudah menjadi praktik yang umum. Istibdal 
yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia misalnya, hanya 
mengatur istibdal wakaf benda tidak 
bergerak seperti tanah. 
Istibdal, sebagai salah satu bagian dari 
hukum perwakafan, 
memang  sangat  dinamis,  setiap  waktu  bi
sa  terjadi  perubahan  persepsi  dan  penafs
iran  sejalan  dengan  dinamika  sosial. Hal 
ini karena  sebagian  besar  dalil-
dalil   yang  digunakan  dalam  fikih  wakaf  
adalah  ijtihadiyah  (bersifat 
ijtihad)  bukan  qath’iyah  (bersifat  pasti),  
oleh  karenanya  bisa  terjadi 
banyak  perbedaan  diantara  ulama  mujta
hid (Hasan: 2016). 
Dari beberapa pendapat ulama mazhab 
dapat disimpulkan bahwa istibdal atau 
mengganti benda wakaf pada dasarnya 
diperbolehkan, dan barang yang 
menggantikannya harus menjadi barang 
wakaf. Dalam penggantian benda wakaf 
tersebut terkandung kemaslahatan yang 
besar, terlebih lagi jika keadaan tersebut 
mendesak untuk dilakukan. (Musthafa, 
2003: 64) 
Dalam istibdal wakaf saham ini 
terdapat keadaan yang mendesak, yaitu 
bahwa saham sebagai obyek wakaf tidak 
lagi memenuhi prinsip syariah dan 
beresiko mengakibatkan wakaf menjadi 
tidak sah. Oleh karena itulah istibdal wakaf 
saham yang dilakukan nazhir tersebut 
boleh dilakukan untuk menjaga harta 
wakaf supaya tetap dapat dikelola secara 
syar’i dan memberikan kemaslahan kepada 
umat. 
Dengan adanya kebolehan praktik 
istibdal wakaf saham ini, maka 
mempermudah nazhir untuk mengelola 
wakaf saham berupa saham konvensional 
dari perusahaan halal/mubah. Obyek 
wakaf berupa saham konvensional dari 
perusahaan halal/mubah yang berpotensi 
melanggar prinsip-prinsip syariah, 
misalnya dengan dikeluarkan dari bursa 
saham (seperti terjadi pada saham Johor 
Land yang dikeluarkan dari bursa saham 
Malaysia), dapat diistibdalkan atau 
dikonversikan dengan saham lain yang 
masih memenuhi prinsip-prinsip syariah. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kesimpulan 
1. Menurut ahli yurisprudensi Islam dan 
Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham 
diperbolehkan mengingat saham 
memiliki kekekalan manfaat yaitu 
berupa dividen yang dapat terus 
dipetik selama perusahaan penerbit 
saham menjalankan bisnisnya dengan 
baik dan mendapatkan keuntungan, 
sementara nilai pokok dari saham 
tetap terjaga. Sedangkan menurut 
Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 
tentang Wakaf Uang, wakaf saham 
merupakan salah satu macam bentuk 
wakaf surat berharga, yang mana 
dipersamakan hukum kebolehannya 
dengan wakaf uang karena sama-sama 
memiliki potensi kemaslahatan yang 
besar apabila diwakafkan. Fatwa ini 
memperluas cakupan harta benda 
wakaf sehingga mencakup saham 
untuk mengakomodasi perkembangan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat 
yang terus menerus. 
2. Ketentuan tentang wakaf saham dalam 
peraturan perundang-undangan 
setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan 
bahwa saham merupakan salah satu 
bagian dari surat berharga yang 
merupakan benda bergerak. Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 
memang tidak secara langsung 
menyebutkan saham sebagai harta 
benda wakaf. Akan tetapi dapat 
disimpulkan seperti demikian karena 
saham termasuk dalam kategori surat 
berharga berdasarkan ketentuan di 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 dan Permenag Nomor 73 
Tahun 2013 menyebutkan secara 
enumeratif bahwa saham, sebagai 
salah satu kategori surat berharga, 
masuk dalam ruang lingkup wakaf 
benda bergerak selain uang karena 
peraturan perundang-undangan. 
Terkait dengan jenis saham apa yang 
dapat diwakafkan, PP Nomor 42 Tahun 
2006 menentukan bahwa saham dapat 
diwakafkan sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah 
atau dengan kata lain hanya saham 
syariah yang sah untuk dijadikan obyek 
wakaf. Hal ini berbeda dengan 
pengaturan dalam Permenag Nomor 73 
Tahun 2006 yang menentukan bahwa 
baik saham konvensional (saham non 
syariah) maupun saham syariah sama-
sama dapat diwakafkan. Saham syariah 
dapat dijadikan obyek wakaf 
sebagaimana fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) Nomor 40/DSN-
MUI/X/2003, saham syariah adalah 
bukti kepemilikan atas suatu 
perusahaan yang memenuhi kriteria 
sebagaimana dalam pasal 3 dan tidak 
termasuk saham yang memiliki hak 
istimewa. Selain saham syariah, saham 
konvensional juga dapat diwakafkan 
sebagaimana diatur dalam Permenag 
Nomor 73 Tahun 2013, dengan syarat 
bahwa saham konvensional tersebut 
berasal dari perusahaan halal/mubah. 
Namun Permenag ini perlu ditinjau 
ulang karena bertentangan dengan PP 
Nomor 42 Tahun 2006 yang secara tata 
urutan perundang-undangan memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi dan 
bahkan merupakan peraturan 
perundang-undangan yang 
memerintahkan pembentukan 
Permenag tersebut. Kebolehan saham 
konvensional dari perusahaan 
halal/mubah untuk dijadikan obyek 
wakaf perlu pengaturan lebih lanjut 
mengenai detail kriteria-kriteria dan 
prosedur mewakafkannya sehingga 
wakaf tersebut tetap sah dan 
memberikan kepastian hukum di 
masyarakat.  
Implikasi 
1. Untuk pemerintah 
a. Melakukan judicial review terhadap 
Permenag No. 73 Tahun 2013 
karena bertentangan dengan PP No. 
42 Tahun 2006 yang merupakan 
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peraturan perundang-undangan 
yang memerintahkan pembentukan 
Permenag tersebut. 
b. Dalam Permenag No. 73 Tahun 
2013 diatur mengenai luasnya 
ruang lingkup jenis saham yang 
dapat diwakafkan, yaitu meliputi 
saham syariah maupun saham 
konvensional. Namun, Permenag ini 
tidak mengatur detail kriteria dan 
tata cara mewakafkan saham 
konvensional, sehingga sangat 
berpotensi melanggar syarat sahnya 
suatu obyek wakaf. Oleh karena itu, 
berdasarkan analisis penulis, 
sebaiknya dalam Permenag ini 
ditambahkan kriteria bahwa yang 
dimaksud dengan saham 
konvensional yang dapat dijadikan 
obyek wakaf adalah saham 
konvensional dari perusahaan yang 
bergerak di bidang usaha halal 
(misalnya usaha di bidang 
transportasi, telekomunikasi, tekstil 
dan sebagainya). Meskipun 
demikian, untuk obyek wakaf 
berupa saham konvensional dari 
perusahaan halal/mubah tersebut 
tetap berpotensi melanggar prinsip-
prinsip syariah, misalnya dengan 
dikeluarkan dari bursa saham 
(seperti terjadi pada saham Johor 
Land yang dikeluarkan dari bursa 
saham Malaysia). Oleh karena itu, 
dapat ditambahkan tata cara istibdal 
wakaf saham, yaitu konversi saham 
tersebut dengan saham lain yang 
masih memenuhi prinsip-prinsip 
syariah. Hal ini demi menjaga 
pengelolaan wakaf agar tetap 
memenuhi prinsip-prinsip syariah. 
Praktik istibdal wakaf saham seperti 
ini dapat diatur dalam peraturan 
perundang-undangan untuk 
memberikan kepastian hukum. 
Sedangkan untuk saham 
konvensional yang jelas-jelas 
berasal dari perusahaan yang 
bergerak di sektor usaha yang 
diharamkan oleh syara’, misalnya 
perusahaan yang memproduksi 
minuman keras dan perusahaan 
keuangan konvensional, tidak dapat 
dijadikan obyek wakaf. 
2. Untuk Nazhir (pengelola wakaf) 
Nazhir wakaf, terutama nazhir wakaf 
saham, sebaiknya ikut serta melakukan 
gerakan sosialisasi mengajak 
masyarakat atau perusahaan untuk 
mewakafkan saham mereka. Selama ini, 
sosialisasi seperti ini masih sangat 
kurang sehingga penghimpunan wakaf 
saham pun kurang optimal. Namun 
perlu diingat bahwa nazhir memiliki 
kewajiban untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap saham yang 
hendak diwakafkan, yaitu meneliti 
apakah saham tersebut telah memenuhi 
kriteria-kriteria sebagai saham syariah. 
Hal ini penting karena berkaitan 
dengan keabsahan wakaf tersebut. 
Selain itu nazhir wakaf saham juga 
harus melakukan pengelolaan wakaf 
saham secara profesional dengan 
mengedepankan aspek syariah, 
fundamental perusahaan dan potensi 
dividen yang baik. 
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(Nama Editor). Volume: Halaman. Nama 
Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh: 
Goulet D. 2000. Ethics, culture and development: 
livestock, poverty and quality of rural life. In: 
Livestock, ethics and quality of life (eds. Hodges, 
John and Han, In K). 131-154.  CABI Publishing,  
New York, NY 10016, USA.   
Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, 
workshop, dll) yang tidak tercakup dalam 
buku atau proseding. Format: Nama Penulis. 
Tahun. Judul. Judul atau Nama Pertemuan 
Ilmiah, Tempat Pertemuan. Jumlah halaman. 
Contoh:  
Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di 
Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana 
dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 
hal. 
Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. 
Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan 
Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:  
Roestamy M. 2008. Kepastian hukum atas 
kepemilikan rumah dan bangunan gedung oleh 
investor asing dikaitkan dengan asas 
nasionalitas dalam sistem hukum pertanahan 
Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, Bandung. 
Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada Website. 
Karya ilmiah lepas yang dimuat pada website 
hanya dapat digunakan jika literatur standard 
lainnya tidak tersedia. Format: Nama Penulis. 
Tahun. Judul. Diunduh tanggal-bulan-tahun dari 
http://.... Contoh: 
Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. 
Retrieved October 4, 1999 from http://darwin 
bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm 
Penulisan Nama Penulis yang Diacu pada Teks 
Nama penulis yang diacu di dalam teks tidak 
diperkenankan menggunakan footnote. Jika jumlah 
penulis kurang dari tiga nama penulis ditulis semua, 
jika jumlah penulis tidak kurang dari tiga, hanya 
penulis utama yang ditulis dan diikuti dengan et al. 
Contoh: Syamsah (2010) menyimpulkan bahwa 
pajak dan zakat memiliki hubungan reduktif dan 
deduktabel. Parameter kualitas layanan puskesmas 
secara simultan mempengaruhi kepuasan pasien 
(Yuningsih dan Maulana 2010). Kekurangan dari 
kualitas pelayanan rumah sakit dapat diatasi apabila 
rumah sakit memperhatikan karakteristik pasien 
(Rahmawati et al. 2010). Tingkat kepuasan pasien 
menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas 
pelayanan kesehatan (Yuningsih dan Maulana 2010; 
Rahmawati et al. 2010). 
Tabel 
Tabel harus dibuat sesederhana dan sesedikit 
mungkin, namun sekurang-kurangnya harus 
memuat dua baris data. Jika hanya ada satu baris 
data, maka penyajiannya harus menggunakan 
grafik. Garis horisontal tabel hanya boleh untuk 
mencirikan batas baris teratas (heading) dan garis 
terbawah dari badan tabel, sedangkan garis-garis 
kolom tabel tidak diperkenankan. Tabel dibuat 
dengan menggunakan fungsi tabel dalam program 
microsoft office word. Judul tabel harus ringkas, 
jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, 
huruf kapital hanya pada huruf pertama judul tabel 
kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di atas 
badan tabel. Lazimnya, peubah disajikan dalam 
baris dan perlakuan disajikan pada kolom tabel. 
Keterangan tabel disajikan di bagian bawah badan 
tabel tanpa menuliskan kata keterangan. Di dalam 
teks, nomor tabel harus dirujuk, misalnya: 
kepribadian dalam pandangan Islam merupakan 
integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu (Tabel 1). 
Judul tabel, tabel dan keterangan tabel disajikan 
pada halaman tersendiri setelah Daftar Pustaka. 
Lebar tabel 80 mm atau 160 mm. Jangan 
menyisipkan tabel pada bagian teks. Contoh Tabel 
lebar 80 mm: 
       
 
Table 1 Persentase distribusi daya 
fitrah nafsani dalam pembentukan 
kepribadian 
Daya fitrah  
nafsani 
Tingkat kepribadian (%) 
Muthmainnah Lawwamah Ammarah 
Kalbu 55 30 15 
Akal 30 40 30 
Nafsu 15 30 55 
Format tabel diubahsuai dari Sulaiman H (2010) tanpa 
mengubah substansi. 
Gambar dan Grafik 
Gambar dan grafik dibuat dalam format JPEG dan 
hanya diperbolehkan jika data hasil penelitian tidak 
dapat disajikan dalam bentuk tabel. Grafik yang 
dibuat dengan program microsoft office excel harus 
diubahsuiakan menjadi format JPEG dengan kualitas 
gambar yang layak cetak. Ukuran lebar gambar 
adalah 80 mm atau 160 mm. Judul gambar harus 
ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut 
angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama 
judul gambar kecuali beberapa nama diri, dan 
ditempatkan di bagian bawah gambar. Contoh 
gambar berformat JPEG lebar 80 mm (Gambar 1). 
 
 
Gambar 1 Empat tingkat domain untuk menghadapi 
agroterorisme (ubahsuai dari Kohnen 
2000). 
Keterangan gambar ditulis setelah dan 
merupakan bagian integral dari judul gambar. 
Gambar dan judul gambar disajikan pada halaman 
tersendiri setelah halaman tabel. Di dalam teks, 
seluruh nomor gambar harus dirujuk secara 
berurutan seperti nomor tabel. Gambar dicetak 
hitam putih dan jika penulis menghendaki gambar 
berwarna, maka biaya pencetakan menjadi 
tanggung jawab penulis.  
Cetak Lepas 
Penulis yang naskahnya telah dipublikasikan akan 
mendapatkan satu Jurnal Humaniora dan dua 
eksemplar cetak lepas (reprint) artikelnya. Penulis 
yang ingin menambah jumlah jurnal dan cetak 
lepasnya dapat memesannya ke Dewan Redaksi 
melalui telefon atau email. Berikut ini adalah daftar 
harga Jurnal Humaniora dan cetak lepasnya, belum 
termasuk ongkos kirim. 
Daftar harga Jurnal Humaniora dan cetak lepasnya 
Jumlah Jurnal Syarikah 
(Rp/eksemplar) 
Cetak lepasnya*) 
(Rp/eksemplar) 
1 – 5 75.000 30.000 
6 atau lebih 60.000 25.000 
*) pemesanan minimal 5 eksemplar. 
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